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PUTUSAN
Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

TS Ay

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat
Alamat Penggugat sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 41 tahun, agama lIslam, pekerjaan Karyawan Swasta (travel),
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat

Alamat Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari
2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Mtr.,
tanggal 21 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat Nomor
125/07/K2012 tertanggal 06 Maret 2012;
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2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah Tergugat di Lingkungan Dasan Lekong RT.001
Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang selama 4 tahun 6 bulan;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum
dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan
antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit
untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa
sepengetahuan Penggugat;

b. Tergugat sering mabuk-mabukan;

c. Tergugat sering meninggalkan rumah dan jarang pulang;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober
2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah bercerai
secara syariat islam dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
dan pulang ke rumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat
sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah
tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan
karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum
dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir
bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat
dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram

mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai
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kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan
pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk
kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalii di atas, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjunya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana
perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat
dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar
yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDER :
- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang, dan Majelis
Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat mau
berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam
rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis
Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk

menempuh prosses mediasi dengan bantuan mediator yang bernama Drs. H.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA .Mtr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noor, S.H.,, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis
Mediator tertanggal 16 Maret 2017 upaya damai yang dilakukan lewat
proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka
penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi
yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugt atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat
didengar karena pada sidang-sidang berikutnya setelah proses mediasi,
Tergugat tidak datang menghadap sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Supiana

( Penggugat ), Nomor 5271055809820001, yang dikeluarkan

Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 30 Juli 2012, telah

dileges/bermeterai cukup dan sesuai asli serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan

Tergugat, Nomor: 125/07/lF2012, yang dikeluarkan PPN Kantor

Urusan Agama Kecamatan Ampenan, tanggal 06 Maret 2012, telah

dileges/bermeterai cukup dan sesuai asli serta diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta
(Pelukis), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan
Lestari Gang Mawar RT.01 Rw.01, Lingkungan Penan, Kelurahan
Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena
Penggugat ipar saksi dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  yang

belum dikaruniai anak;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di di rumah Tergugat di Lingkungan Dasan Lekong RT.001
Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
lagi, saksi pernah sekali melihat dan mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai  Tergugat
mengucapkan talak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
sekitar Oktober 2016;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat
dan Tergugat adalah karena Tergugat kawin lagi dengan perempun
lain;

- Bahwa saksi belum pernh merukunkan Penggugt dengan Tergugat.

2. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Gatot

Subroto H.13 RT.04 RW.151 Lingkungan Sapta Marga Gebang,

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat
adik ipar saksi dan Penggugat istri Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
dalam satu rumah tangga di rumah Tergugat di Lingkungan Dasan
Lekong RT.001 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang,
namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak awal pernikahan saksi sering melihat dan mendengar
langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah
kumpul lagi dalam satu rumah. Tergugat telah mentalak Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain bernama lma,

disamping itu orang tua Tergugat terus menerus menuntut agar
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Penggugat bisa hamil dan melahirkan anak, tetapi Penggugat tidak
bisa hamil;
- Bahwa saksi sebagai ipar Tergugat sudah sering menasehati agar

Penggugat dengan Tergugat rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang
pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan
mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan  Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu
cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya
berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan adalah
mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian
merupakan  solusi  terbaik  untuk menyelesaikan setiap sengketa
perdata dari pada putusan yang dipaksakan. Oleh sebab itu berdasarkan
ketentuan Pasal 82 yat (1) dan (4) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang
No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis
Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan
sidang, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, sesuai ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
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Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh usaha damai dengan
bantuan Mediator Drs. H. Muhammad Noor, S.H., yang ditetapkan oleh
Majelis Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017, namun
tidak berhasil’;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya
mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa
bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat menikah lagi
dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering
mabuk-mabukan, Tergugat sering meninggalkan rumah dan jarang pulang.
Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2016, yang akibatnya Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ada hubungan lagi baik
lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugt atas gugatan Penggugat
tersebut, tidak dapat didengar karena pada sidang-sidang berikutnya setelah
proses mediasi, Tergugat tidak datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian
dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus,
tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan
tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh
karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan perceraian
tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah gugatan
Penggugat beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya,
telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, dan
majelis akan pertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama Penggugat, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang,

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut
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merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut
yang merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat
formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang
sempurna dan mengikat. Dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat
bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka
secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang
memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

- Bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang
dikeluarkan pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang,
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut
merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang
sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti
tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti P.2
tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti
sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian, Penggugat memiliki

legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah menghadirkan
dua orang saksi. Kedua orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah
sumpahnya, yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus Yyang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar
6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana
layaknya suami istri. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kewin lagi dengan perempuan lain
tanpa izin Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan
pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar
atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu

dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalii gugatan Penggugat,
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oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur
dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu
keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan para
saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di
persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah menikah pada tanggal 04 Maret 2012;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-
baik dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat kawin lagi dengan
perempuan lain bernama lma, disamping itu orang tua Tergugat
terus menerus menuntut agar Penggugat bisa hamil dan melahirkan
anak, tetapi Penggugat tidak bisa hamil;

- Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak kumpul
lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga
sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana
yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan
saling menyayangi antara suami istri,sebagaimana yang diisyaratkan dalam
Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

WEES N/ttt JESLLUREE N PR e T NP
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Artinya : ” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera
akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu
sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih
sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi
kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu
bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata darifakta-fakta yang
terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berdampak sejak sekitar bulan Oktober 2016 hingga sekarang antara
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Hal ini menurut Majelis
Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling
menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah
terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, dan upaya Majelis Hakim dan Mediator
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah
tangganya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin
untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah
sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah
suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat
bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka
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majelis  berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna
menghindarkan  para  pihak dari kemelut rumah tangga yang
berkepanjangan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fighiyah dalam Kitab
Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat majelis yang berbunyi:

FHladl il e adia aued) ¢ j

7.

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan *

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ( marriage
breakdown ), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum
Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari
Kitab Fighus Sunnah juz II halaman 248, dan selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

Gy e Y S5 s 0 Bl i) sl A g 30 Ay i) (ol Wal g2 i 13
Al il Leilla Lagin 73l (o (ol Jae 5 Lelie (B pliall 6l 92 4ns
Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang
pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan
talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat
(Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan
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Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat ( tempat perkawinan ) dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Selaparang
Kota Mataram ( tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ), untuk dicatat
dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada
Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pemenang Kabupaten Lombok Barat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Selaparang
Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk
itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh saru ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad,
M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H,M.H. dan Abidin
H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
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Nurul Khaerani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat , di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H..M.H. Drs. H. Muhammad, M.H.
Hakim Anggota

Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Khaerani, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000;
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp. 390,000;
4. Biaya Redaksi :Rp. 6.000;
5. Biaya Meterai : Rp. 5.000;
Jumlah : Rp. 481,000,-

(Empat ratus delapan puluh saru ribu rupiah).
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